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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR : 6   TAHUN  2008   SERI : E   NOMOR : 3 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR   6  TAHUN 2008 

 
TENTANG  

 
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI KEBUMEN, 

 
Menimbang : a. bahwa pendirian bangunan harus diselenggarakan 

secara tertib sesuai dengan fungsinya serta 
dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis 
bangunan; 

b. bahwa untuk mengatur dan mengendalikan pendirian 
bangunan, maka perlu mengatur Izin Mendirikan 
Bangunan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b,  maka perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Izin 
Mendirikan Bangunan. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389);  

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 1950; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4532); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penye-
lenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Kebumen Tahun 1989 Nomor 7). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 KABUPATEN KEBUMEN 
dan  

BUPATI KEBUMEN 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan    :  PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN 
BANGUNAN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 
4. Pejabat adalah pegawai di lingkungan Pemerintah 

Daerah yang ditunjuk oleh Bupati. 
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5. Petugas adalah Staf yang ditugaskan oleh Pejabat untuk melakukan 
tugas operasional sesuai bidangnya masing-masing. 

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan  

 Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan 
lainnya. 

7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik 
direncanakan maupun yang tidak direncanakan. 

8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi 
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian 
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

9.  Bangunan Lainnya adalah bangunan selain Bangunan Gedung seperti 
bangunan kandang untuk peternakan, semua bangunan bukan gedung 
yang berfungsi sebagai penunjang bangunan, semua bangunan ruang 
yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang/umum, bangunan 
perkerasan tanah atau bangunan utilitas.   

10.  Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya 
terdiri beton dan batu bata yang umur bangunannya dinyatakan lebih 
dari 15 (lima belas) tahun. 

11.  Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang konstruksi 
utamanya dinyatakan permanen dan umur bangunan dinyatakan antara 
5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. 

12.  Bangunan Sementara adalah bangunan yang dipakai untuk sementara 
waktu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun. 

13.  Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah 
izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan 
untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, merobohkan 
dan/atau merawat  Bangunan Gedung atau Bangunan Lainnya sesuai 
dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 


